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      BAB  II 

          TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penerimaan Pajak. 

Pajak Menurut UU KUP No.28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak 

menurut (Waluyo, 2011) adalah 

 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

 pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak 

 dalam APBN Sebagai penermaan dalam negeri. 

 2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

 bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

 tinggi terhadap minuman keras, dan barang mewah. 

 Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007 yang menjadi Subjek pajak adalah 

Orang Pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Pajak 

dikenakan untuk objek pajak yang dihasilkan atau diperoleh dari Wajib Pajak. Objek 

pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung 
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pajak terutang. UU KUP No. 28 tahun 2007 Pasal 4 ayat 1 objek Pajak adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

 1. Imbalan pekerjaan, berupa gaji, upah, dan sejenisnya 

 2. Hadiah 

 3. Laba usaha 

 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta  

 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

  biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

 6. bunga, termasuk premium, diskonto, dan  imbalan  karena  jaminan 

  pengembalian utang. 

 7. Dividen, termasuk diterima pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

  usaha koperasi. 

 8. Royalti/imbalan atas penggunaan hak 

 9. Sewa dan penghasilan lain terkait harta 

 10. Penerimaan pembayaran berkala. 

 11. Keuntungan pembebasan utang. 

 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
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 13. Selisih lebih penilaian aktiva. 

 14. Premi Asuransi. 

 15. Iuran diterima perkumpulan dari anggota. 

 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

  dikenakan pajak. 

 17. Penghasilan berbasis syariah. 

 18. Imbalan bunga pelaksaan KUP. 

 19. Surplus Bank Indonesia 

 Nilai pajak yang dikenakan untuk objek pajak ini akan menjadi pajak yang 

terutang dan, akan dibayarkan oleh Wajib Pajak dimana nilai dari pajak yang dilunasi 

tersebut bagi Kantor Pelayanan Pajak adalah penerimaan bagi negara dalam rangka 

memenuhi target penerimaan APBN. 

B. Pajak Yang Terutang 

Pajak yang terutang menurut Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 adalah pajak 

yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 

dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Menurut (Waluyo, 2011) ada 3 cara untuk penetapan pajak yang terutang: 
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 1. Stelsel nyata (rill stelsel) 

  Pengenaan pajak didasarkan pada  objek  penghasilan  yang  nyata, 

  sehingga pemungutannya baru  dapat  dilakukan  pada akhir  tahun, 

  yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. 

 2. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

  Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur  oleh 

  undang-undang, sebagai contoh Pajak penghasilan pasal 25 (PPh25) 

  penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan  tahun  sebelumnya 

  sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak 

  yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

 3. Stelsel campuran  

  Stelsel ini merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan  stelsel 

  anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

  anggapan kemudian pada akhir tahun  besarnya  pajak  disesuaikan 

  dengan  keadaan   sebenarnya. Apabila   besarnya   pajak   menurut 

  kenyataan lebih besar daripada pajak menurut  anggapan  maka  Wajib  

  Pajak harus menambah  kekurangannya. Demikan  pula  sebaliknya, 

  apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 
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 Menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang terutang merupakan salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) 

yang berdasarkan dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu 

self assestment system. Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 

2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

 Kewajiban WP adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya merupakan 

tempat tinggal atau kedudukan WP, melaporkan seluruh kewajiban perpajakan ke 

KPP dimana WP terdaftar dengan menggunakan SPT, dan membayarkan kewajiban 

pajaknya tersebut ke kantor pos atau bank persepsi. SPT menurut Undang-Undang 

KUP No.28 tahun 2007 adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan-

perundangan perpajakan. Jenis SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/ PMK.03/2007 meliputi: 

 1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan.  

 Surat yang oleh Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan   perhitungan 

 dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. 
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 2. SPT Masa Pajak Penghasilan. 

 Surat yang oleh  Wajib  Pajak  digunakan  untuk  melaporkan  perhitungan 

 dan/atau pembayaran pajak yang  terutang  dalam  suatu  masa  pajak  atau 

 pada suatu saat. 

 SPT yang telah diisi selanjutnya, disampaikan secara langsung ke KPP tempat 

WP terdaftar atau disampaikan dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak yaitu dapat dilakukan melalui kantor pos dengan tanda bukti 

pengiriman surat. Batas waktu penyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dalam 

Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 pasal 3 (3) dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 80/PMK.03/2010 adalah: 

 1. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. 

 2. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3  

  bulan setelah akhir tahun pajak. 

 3. Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4  bulan  

  setelah akhir tahun pajak. 

C.  Timbulnya Utang Pajak dan Dasar Penagihan pajak 

Utang Pajak Menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang penagihan pajak 

dengan surat paksa adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
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ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Menurut (Ilyas, 2010), timbulnya utang pajak didasarkan pada 

dua pendapat yang berbeda, yaitu Pendapat pertama menyatakan bahwa utang pajak 

timbul pada saat diundangkannya Undang-Undang pajak artinya suatu Undang-

Undang diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak 

sepanjang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan suatu 

kewajiban bagi seseorang menjadi terutang. 

 Pendapat kedua, menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat 

dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, artinya 

seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang. 

 Sesuai dengan pendapat pertama, timbulnya utang pajak didasarkan pada 

sistem pemungutan di Indonesia yaitu self assestment system yang memberikan 

kepercayaan kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan menggunakan SPT. Atas 

SPT yang dilaporkan WP tersebut, Direktur Jenderal Pajak sebagai pengawas dapat 

melakukan tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan 

WP sebagai tindakan pengawasan. Menurut ketentuan Undang-Undang KUP No. 28 

tahun 2007 pasal 1, Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya 

termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Jika SPT yang 
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disampaikan terlambat atau hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran 

pajak akibat salah tulis atau salah hitung maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak. 

Surat Tagihan Pajak adalah Surat  yang  diterbitkan  untuk  melakukan tagihan 

pajak dan/atau administasi  berupa  bunga dan/atau denda. Surat  tagihan diatur dalam 

Pasal 14  Undang-Undang KUP  No.28  tahun  2007, Surat  Tagihan pajak diterbitkan 

dalam hal-hal sebagai berikut: 

 1). PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

 2). Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

  akibat salah tulis dan/atau salah hitung. 

 3). Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga 

  4). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak 

  (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, 

  tetapi tidak tepat waktu. 

  5). Pengusaha  yang  telah dikukuhkan sebagai PKP  tidak mengisi  faktur 

   pajak secara lengkap. 

 6). PKP  melaporkan  faktur  pajak  tidak  sesuai  dengan  masa penerbit. 

 Menurut ketentuan Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 pasal 1 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak telah 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 29  Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007  yaitu: 
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 a. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 

  rangka  memberikan  kepastian  hukum,  keadilan, dan  pembinaan  

  kepada  Wajib Pajak; dan 

 b. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

  perpajakan. 

 Menurut (Ilyas, 2010), Indikasi KPP dalam memeriksa SPT yang dilaporkan 

WP, apabila SPT tersebut dilaporkan sebagai berikut: 

 a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak 

 b. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh menunjukkan rugi 

 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu 

 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang  ditentukan 

  Direktur Jenderal Pajak 

 Pemeriksaan itu sendiri dalam praktiknya dilakukan dengan cara atau ruang 

lingkup pemeriksaan yang terdiri dari: 

a. Pemeriksaan Lapangan. 

 Pemeriksaan lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh  

jenis pajak,  untuk  tahun  berjalan  dan/atau  tahun-tahun sebelumnya,  

dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat WP.  

b. Pemeriksaan Kantor. 
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 Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu, 

 baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang  

 dilakukan  di  kantor Direktorat Jenderal Pajak. 

 Jika hasil pemeriksaan, ditemukan SPT yang tidak sesuai dengan keadaan 

sebenarnya atau setelah diteliti ditemukan bahwa nilai pajak yang harus dibayarkan 

dari SPT tersebut bertambah sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah 

maka akan diterbitkannya Surat Ketetapan. Surat Ketetapan Pajak sendiri terbagi 

menjadi 4 jenis yaitu  

 a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

  Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak  yang  masih  harus 

dibayar. SKPKB diatur dalam Undang-Undang KUP No.28 tahun 

2007 pasal 13 dalam jangka waktu  5 (lima)   tahun  sejak  berakhirnya   

masa   pajak.  Tata cara penerbitkan SKPKB diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan No.83/PMK.03/2010 Pasal 2 (3), menurut (Waluyo, 

2011)  SKPKB diterbitkan dalam  hal terdapat pajak  yang  tidak atau 

kurang bayar berdasarkan:  

  1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan  lain 

  pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 
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  2). Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam 

  jangka waktu sebagaimana dengan yang telah ditetapkan dan 

  telah ditegur secara tertulis tidak  disampaikan pada waktunya   

  sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 

  3). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau  keterangan lain  

  mengenai  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

  Atas Barang  Mewah  (PPnBM)  ternyata  tidak  seharusnya 

  dikompensasikan selisih lebih pajak atau  tidak  seharusnya 

  dikenai tarif 0% 

  4). Kewajiban    pembukuan   tidak   dipenuhi   sehingga  tidak  

  dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. 

 5). Apabila wajib   pajak   diterbitkan   Nomor Pokok Wajib Pajak 

  (NPWP)  dan   dikukuhkan   sebagai Penguasa   Kena   Pajak  

  secara Jabatan. 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

  Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah  pajak

 yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 

SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun dan SKPKBT diatur dalam 

Undang-Undang KUP No 28 tahun 2007 pasal 15. Menurut (Waluyo, 

2011)  penerbitan  SKPKBT  didasarkan  pada hal berikut: 
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 1). Hasil pemeriksaan terhadap  data baru yang  mengakibatkan

  penambahan jumlah  pajak  yang terutang termasuk data yang

  semula belum terungkap. 

 2). Hasil    penelitian    atas   putusan   pengadilan   yang   telah 

  memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap  wajib pajak yang  

  dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

  atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian 

  pada pendapatan negara. 

 c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 

  Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok  pajak  sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. SKPN diatur dalam Undang-Undang KUP  No. 

28 Tahun  2007 pasal 17A. Berdasarkan Peraturan Menteri   Keuangan  

No.83 /PMK.03/2010, Direktur Jenderal pajak menerbitkan SKPN 

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPT apabila jumlah kredit 

pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah  pajak yang 

terutang, atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak atau 

tidak ada pembayaran pajak. 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). 

  Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 
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terutang atau  seharusnya  tidak  terutang.  SKPLB  diatur  dalam  

Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 pasal 17, berdasarkan 

Peraturan Menteri   Keuangan No.83 /PMK.03/2010 Direktur Jenderal 

Pajak menerbitkan SKPLB dalam hal berdasarkan: 

 1). Hasil pemeriksaan terhadap SPT terdapat jumlah kredit pajak 

  atau jumlah pajak yang dibayar lebih  besar  daripada jumlah 

  pajak yang terutang. 

  2). Hasil penelitian terhadap pembayaran pajak atas permohonan

  Wajib Pajak. 

  3). Hasil  pemeriksaan   terhadap   permohonan   pengembalian 

  kelebihan pajak. 

 Dasar hukum dalam proses penagihan pajak adalah Undang-Undang KUP 

No.28 tahun 2007 Pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa Surat Tagihan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang 

masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. 

D. Proses Penagihan Pajak 

 Penagihan pajak menurut Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang 

penagihan dengan surat paksa adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
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melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 

Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan Pelaksanaan penagihan 

pajak ini dimulai dengan diterbitkannya. 

 a. Surat Teguran 

  Menurut (Ilyas, 2010) penerbitan surat  teguran  merupakan  tindakan  

awal dari pelaksanaan penagihan pajak  dan  pelaksanaannya  harus  

dilakukan   sebelum diterbitkannya Surat Paksa (SP).  Surat    Teguran    

sebagai awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 

setelah tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan Surat Tagihan 

dan Surat Ketetapan pajak apabila wajib pajak belum melunasi utang 

pajak. Dasar hukum  penerbitkan Surat Teguran merupakan bagian 

dari Undang-Undang mengenai Surat Paksa  yaitu  Pasal  8  sampai 11 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor.24/PMK.03/2008 dan 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak 

dengan Surat Paksa. 

 b. Surat Paksa 

  Surat Paksa (SP) menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007  

adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya 
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penagihan pajak. Menurut (Ilyas,2010) Ada tiga  hal  yang  

menyebabkan surat Paksa diterbitkan, yaitu:   

  1). Apabila Penanggung Pajak (PP) tidak melunasi  utang  pajak

  sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan surat 

  teguran atau  surat  peringatan  atau surat  lain  yang sejenis;

 2). Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah  dilakukan penagihan 

  seketika dan sekaligus;  

 3). Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan 

  persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

   Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No.19 tahun 2000 tentang 

penagihan dengan Surat paksa menegaskan bahwa untuk 

menyampaikan SP kepada orang pribadi, jurusita pajak harus 

menyerahkan kepada: 

 1). Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat

  lain yang memungkinkan; 

 2). Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang 

  bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penangung 

  pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.  

 3). Salah   satu   ahli   waris  atau  pelaksana wasiat  atau  yang 

  mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal 

  dunia dan harta warisan belum dibagi; atau 
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 4). Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta 

  warisan telah dibagi 

   Sementara itu, Pasal 10 ayat 4 Undang-Undang No.19 tahun 

2000 tentang penagihan dengan surat paksa menegaskan bahwa 

penyampaian SP untuk WP badan, harus disampaikan oleh jurusita 

pajak kepada: 

 1). Pengurus, kepala  perwakilan, kepala  cabang,  penanggung 

  jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang 

  bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain 

  yang memungkinkan, atau; 

 2). Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan 

  yang   bersangkutan   apabila   jurusita   pajak   tidak   dapat 

  menjumpai salah seorang bagaimana dimaksud dalam huruf a. 

   Dasar hukum Surat Paksa adalah Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa dan pasal  15  

sampai  23  Peraturan Menteri  Keuangan   No. 24/ PMK.03 /2008. SP 

disampaikan  kepada Penanggung Pajak paling lambat 21 hari sejak 

diterbitkannya Surat Teguran atau Surat peringatan atau  surat lain 

yang sejenis. Apabila SP diterbitkan sebelum 21 hari setelah surat 

teguran  diterbitkan  maka  SP  menjadi batal demi hukum.  
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 c. Surat Sita  

  Penyitaan adalah satu tindakan yang dilakukan oleh  jurusita  pajak   

untuk  menguasai barang  penanggung   pajak   guna   dijadikan   

jaminan   untuk  melunasi   utang   pajak    menurut  peraturan    

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan Surat Paksa Pasal 11 

Penyitaan merupakan tindakan  penagihan   lebih   lanjut   setelah 

diterbitkannya SP yang hanya dilakukan setelah  lewat  batas  waktu  

2x24 jam sejak SP diterbitkan. Artinya apabila Penanggung  pajak/WP 

tetap tidak  melunasi  utang  pajak  sebagaimana yang tercantum dalam 

SP, barulah penyitaan dapat dilaksanakan. 

   Menurut (Ilyas, 2010) tujuan  penyitaan   adalah    memperoleh    

jaminan  pelunasan  utang pajak dari Penanggung Pajak. Sehingga 

penyitaan  dapat  dilakukan  terhadap  barang  milik  Penanggung  

Pajak,  yang   berada   di tempat tinggal, tempat usaha, tempat 

kedudukan. Barang yang sebagai objek sita berupa: 

 1). Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan 

  deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau 

  bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, 

  atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan  modal 

  pada perusahaan lain. 
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 2). Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal 

  dengan isi kotor tertentu. 

  Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah: 

 1). Pakaian  dan  tempat  tidur  beserta  perlengkapannya  yang 

  digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi 

  tanggungannya. 

 2). Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan 

  beserta peralatan memasak yang berada di rumah 

 3). Perlengkapan penanggung pajak  yang  bersifat  dinas  yang 

  diperbolehkan dari negara. 

 4). Buku-buku yang  bertalian  dengan  jabatan atau  pekerjaan 

  penanggung pajak dan  alat-alat  yang  dipergunakan  untuk 

  pendidikan, kebudayaan dan keilmuan. 

 5). Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk 

  melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah 

  seluruhnya tidak lebih dari  Rp.20.000.000  ( dua puluh juta 

  rupiah ). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan 

  Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah. 

 6). Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung 

  pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. 
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E. Kantor Pelayanan Pajak Pramata (KPP) 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pasal 52 menyebutkan bahwa 

KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. 

 Jenis KPP terdiri dari KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP 

Pratama. Fungsi KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama adalah: 

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

 perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan; 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

 pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 

4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 

6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

10. Pelaksanaan intensifikasi; 

11. Pembetulan ketetapan pajak; 
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12. Pelaksanaan administrasi kantor. 

 Perbedaaan fungsi KPP Wajib Pajak besar dan KPP Madya dengan KPP 

Pratama adalah KPP Pratama mempunyai fungsi untuk pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan dan KPP Pratama bertugas melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak. 

 Struktur sebuah KPP Berdasarkan PMK No.62/PMK.01/2009 Pasal 60 yaitu: 

1. Subbagian Umum; 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 

3. Seksi Pelayanan; 

4. Seksi Penagihan; 

5. Seksi Pemeriksaan; 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan; 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 Perbedaan Struktur sebuah KPP Pratama dengan KPP Madya adalah pada 

KPP Madya tidak memiliki seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita telah dilakukan 

sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu: 

No

. 
Judul Penelitian Variabel 

Metode 

Penelitian  
Hasil Penelitian 

1 M Syahab, Zakiah 

(2008) "Pengaruh 

Penagihan Pajak dan 

Surat Paksa Pajak 

Terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan 

Badan" 

Penagihan 

Pajak, 

Surat 

Paksa, 

Penerimaan 

Pajak 

penghasilan 

Badan 

Analisis 

Jalur 

Penagihan Pajak dan Surat 

Paksa berpengaruh secara 

signifikan terhadap Penerimaan 

Pajak penghasilan Badan 

dimana Penagihan Pajak 

memberikan pengaruh terbesar 

terhadap penerimaan PPh 

sebesar 15,01% dan Surat 

Paksa sebesar 8,78% 

2 Ginting, Riskon (2006) 

"Pengaruh Pemberian 

Surat Penagihan 

Terhadap Pembayaran 

Tunggakan Pajak 

Penghasilan di Tiga 

Kantor Pelayanan 

Pajak" 

Surat 

Tagihan 

Pajak, 

Surat 

Ketetapan, 

Surat 

Teguran,  

dan Surat 

Paksa, 

Statistik 

Deskriptif 

Wajib Pajak lebih banyak 

melunasi utang pajaknya 

setelah diberikan Surat teguran 

sebesar 95% dan sebagian lagi 

melunasinya setelah diterbitkan 

Surat Paksa 

3 Liona, Mocca (2010), 

“Pengaruh Penagihan 

Pajak dengan Surat 

Paksa dan Surat Sita 

Terhadap Penerimaan 

Pencairan Tunggakan 

Pajak Pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Pasar 

Minggu 

Surat 

Paksa, 

Surat Sita, 

Penerimaan 

Pencairan 

tunggakan 

pajak. 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Penagihan pajak dengan surat 

paksa dan surat sita mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap penerimaan pencairan 

tunggakan pajak 
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4 Nurbaiti,Lia  (2010) 

“Pengaruh Surat 

Teguran dan Surat 

Paksa Terhadap 

Penerimaan Pelunasan 

Tunggakan Pajak 

Wajib Pajak Di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Jakarta 

Cilandak 

Surat 

Teguran, 

Surat 

Paksa, dan 

Pelunasan 

Tunggakan 

Pajak. 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Surat Teguran dan Surat Paksa 

secara simultan berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pelunasaan tunggakan pajak 

dan secara individual hanya 

Surat Paksa yang memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pelunasan tunggakan 

pajak, Surat Teguran tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pelunasan tunggakan 

pajak 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori di atas dan tujuan dari penelitian ini, maka didapatkan 

beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah 

 Ha1 :   Penerbitan Surat Teguran  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  

  terhadap Penerimaan Pajak. 

 Ha2:      Penerbitan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap   

  Penerimaan Pajak. 

 Ha3:  Penerbitan Surat Sita mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

  Penerimaan Pajak. 

 Ha4:  Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita secara simultan 

  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak. 
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H. Model Penelitian 

 Model Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

    Gambar 2.1 Model Penelitian 
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